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ABSTRAK 

Gistiana Rahmadhita Tanzill, NIM 1223030047, 2026, “Analisis Pengaturan 

Rangkap Jabatan Pejabat BUMN Dalam Pasal 27b Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perspektif Siyasah 

Dusturiyah” 

Pengaturan mengenai rangkap jabatan pejabat Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) menjadi isu penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih dan akuntabel. Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang 

BUMN mengatur larangan rangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan, termasuk bagi Menteri dan Wakil Menteri sebagaimana ditegaskan 

dalam penjelasan pasal tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan 

pejabat pemerintah yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN sehingga 

menimbulkan persoalan terhadap penerapan prinsip good governance. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan rangkap jabatan 

bagi pejabat BUMN dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 

tentang BUMN (2) mengetahui implikasi hukum dari ketentuan rangkap jabatan 

terhadap prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel dan (3) 

mengetahui analisis siyasah dusturiyah terhadap pengaturan rangkap jabatan 

pejabat BUMN dan implikasinya terhadap pemenuhan prinsip Good Corporate 

Governance.  

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan teori negara 

hukum, teori Good Corporate Governance (GCG), serta teori siyasah dusturiyah 

yang diperkaya dengan pendekatan maqasid al-syari’ah. Teori-teori tersebut 

digunakan sebagai landasan analisis dalam menilai pengaturan rangkap jabatan 

pejabat BUMN berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode 

deskriftif analisis dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan melalui 

pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, serta 

bahan hukum lain yang berkaitan dengan pengaturan rangkap jabatan pejabat 

BUMN. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk 

memahami kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip hukum dan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Pasal 27B Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN bertujuan mencegah konflik kepentingan 

melalui pembatasan rangkap jabatan, namun implementasinya belum berjalan 

optimal. Kedua, praktik rangkap jabatan menimbulkan potensi konflik kepentingan, 

melemahnya independensi dan akuntabilitas, serta risiko inefisiensi yang 

berdampak pada penerapan prinsip Good Corporate Governance. Ketiga, dalam 

perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip amanah, 

keadilan, dan kemaslahatan serta berpotensi bertentangan dengan maqasid al-

syari’ah, khususnya hifz al-mal. 
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